
I SALINAN I

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR 64 TAHUN2021

TENTANG
STANDARPELAYANANMINIMALPEl\lDIDIKANPADAPENDIDIKANANAKUSIA
DINI SATUTAHUNPRASEKOLAHDASARDI KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

: a bahwa dalam rangka menjamin hak anak usia dini
untuk mendapatkan pendidikan guna membantu
meletakkan dasar pengembangan pengetahuan,
sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini
sebelum memasuki pendidikan dasar, maka perlu
pengaturan tentang standar pelayanan minimal;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor- 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan bagian
urusan wajib Pemerintah Daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan, pendidikan anak usia dini merupakan
salah satu jenis pelayanan dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan daerah;-,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka
ten tang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada
Pendidikan AnakUsia Dini Satu Tahun Pra Sekolah
Dasar di Kabupaten Majalengka.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan 3
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1684);

11. Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor
7 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 207);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGSTANDARPELAYANAN
MINIMALPENDIDIKANPADAPENDIDIKANANAKUSIA
DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI
KABUPATENMAJALENGKA

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah

Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
6. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM

Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak
diperoleh oleh setiap Peserta Didik secara minimal.

7. Pelayanan .4
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7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasarPeserta Didik.

8. Mutu Pelayanan Dasar adalaB Ek1lrankuantitas dan kualitas barang
danjataujasa kebutuhan dasar.s~ttapemenuhannya secara minimal dalam
Pelayanan Dasar pendidikan sesuai' dengan standar teknis agar hidup
secara layak.

9. Peserta Didik adalahanggofa m~~YarClkatyang berusaha mengembangkan
potensi diri me1alui proses pembelajaran yangtersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu.

10. Pendidikan Anak Usia>pini yangse~~j1.!tny~disingkat PAUDadalah suatu
upaya pembinaan yangditujul{anfk~pada ari8k sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam) tahun' yangdi1~Ran melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantup~~!:>uhatl;dan perkembariganjasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dal#m meml:'lsuki pendidikan lebih
lanjut yang meliputi Kelompokl?ennaill; (KB), Taman Kanak-Kanak (TK),
Taman Kanak-Kanak Luar" Bia~a(1':KLB), Taman Penitipan Anak (TPA),
Satuan PAUDSejenis (SPS)dan b~ph,11<:lail}yang sederajat.

11. PAUDSatu Tahun Pra SekolahDasar idalahRAUD yang diberikan se1ama
1 (satu) tahun sebagai persyaratan memasuki jenjang selanjutnya yaitu
Sekolah Dasar.

12. Anak Usia Dini adalah anak Yang berusia o (nol) sampai 6 (enam) tahun.
13. Kurikulum PAUD adalah seperangka.t rencana dan pengaturan mengenai

materi dan tujuan pe1ajaran serta cara Yang digunakan sebagai pedoman
kegiatan pembelajaran untUk mencapai tujuari pendidikan pada satuan
PAUD.

14. Taman Kanak-Kanak Yangse1flp.jutnya disingk:at TK adalah salah satu
bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini padajalur pendidikan formal yang
menye1enggarakan program pendidikan bagi an~ berusia 4 (empat) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam)
tahun.

15. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RAjBA atau
nama lain yang sejeni~ aaal~ salahsatubentuk satuan Pendidikan Anak
Usia Dini pada jalur pendidikan formal yangmenyelenggarakan program
pendidikan dengan kekhasan agairla Islam ba.gianak berusia 4 (empat) tahun
sampai dengan 6 (enam)tahun.

16. Kelompok Bermain adalah salah s~tu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia
Dini jalur pendidikan non formal yang menye1enggarakan program
pendidikan bagi anak usia 2 (dua)tahun sampai 6 (enam) tahun, dengan
prioritasusia 3 (tiga) dan 4 (empat)tahun.

17. Taman Penitipan Anak (TPA)adalah s~;:ili satu bentuk PAUD padajalur
pendidikan non formal yang Irl~J:1ye1enggarakanprogram pendidikan bagi
anak sejak lahir sampai anak u~ia 6 (enam) t3.hun, dengan prioritas sejak
lahir sampai usia 4 tahun.

18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu
bentuk PAUDpadajalur pendidik~n9rlformal yang menyelenggarakan bagi
anak-anak usia sejak lahir sarnpai'd~ngan 6 (eriam) tahun secara mandiri
atau terintegrasi dengan berbagailayanan kesehatan, gizi, keagamaan dan
atau kesejahteraan sosial.

19. Anak 5
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19.Anak didik adalah al}ggota masYa.l;"ak~:)T,~gb,erusaha, mengembangkan
potensi diri melalui prosespembelajaranyang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikante~tentu.

',Il: •

20. Pengawas Taman Kana.Jf:Kanak •.J:'.~~,..•~yl~JB}pya disingkat Pengawas TK
adalah Guru pegawai neg~~sipi~f'y~~~~ii~g~t<ialam jabatan fungsional
pengawas sek9lah s7baga.ip~1aJ{~cui~tekiiis';'{Ll#g~iogaldibidang pengawasan
yang rriencakt.Ippen&dwasa:~di ,bicl~g .akaaermk dan manajerial pada
satuan pendidikan tarnag'kapa~-J(a;r;i~.

21. Penilik adalah Ten~ga Kepend.igiM:~',c;le~g5mtugas utama melakukan
kegiatan pengendalian mutu dal}.eyali..U:l.si~dmnpakPendidikanAnak Usia
Dini, pendi<i~kankesetaraaIldan.ke~s~aan 'se~ta kursus pada jalur
pendidikan nonformal dan informal.

BAH II
MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan~et:>agai pedoIl}aIl dalam melaksanakan
Standar Pelayamm Minimal PAUDSatu Tahun Pra SekolahDasar.

Pasal3

Peraturan Bupati ini bertujuan u:qS:ukIl}enjljlffiinsetiap anak usia 5 (lima)
sampai 6 (enam) tahun mendapatkan~~ine:riuhan pelayanan dasar PAUDSatu
Tahun Pra Sekolah Dasar secara rhaksirrial.

BagiaIl,,:I{~dua
Ruang Lingkup

Pasal4

Ruang'1ingkup Peraturan Bupatiini meliputi :
a. penerima dan penyelenggara~ lay~an dasar;
b. mutu pelayanan dasar;
c. pemenuhan SPMPAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar;
d. tim koordinasi;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. evaluasi; dan
g. pendanaan.

BABIII
PENERlMADANPENYELENGGARAANLAYANANDASAR

Bagian 6
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BagiaIl Kesatu
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal5

Penerima pelayanan DasarSPM Pendidikan pada PAUDSatu Tahun Pra Sekolah
Dasar merupakan Peserta Didik yang'herusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6
(enam) tahun.

Bagil.ll}l(edua
PenyelenggaralihPelayanan Dasar

Pasal6

(1) Pelayanan Dasar SPM Pend~dikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
berupa Pendidikan Pra Sekolah Dasar yang diberikan minimal selama 1
(satu) tahun.

(2) Satuan Pendidikan yaJ).g dapat rnemberikan layanan Pendidikan Pra
Sekolah Dasar sebagaimanadimJksud pada ayat (1)adalah:
a. Kelompok Bermain;
b. Taman Penitipan Anak;
c. TKfTK Luar BiasafRAfBA dan yang sejenis; dan
d. Satuan PAUDsejenis.

(3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan tanpa tes.

Pasal 7

(1)PAUDSatu Tahun Pra Sekolq11Dasfir s.~bagaimaIla dimaksud dalam Pasal
5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah danf atau masyarakat.

(2)PAUDsebagaimana dimaksud dalam ayat (1)merupakan syarat wajib untuk
memasuki jenjang Sekolah Dasar.

BABIV
MUTUPELAYANANDASAR

Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal8

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra
Sekolah Dasar mencakup :
a. standar jumlah dan kualitas barang danf atau jasa;

b. standar 7



7

b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. tata cara pemenuhan standar .

.Pasal9

(1) Standar jumlah dan kualitas barang danjataujasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
a. standar satuan pendidikan; dan.
b. standar biaya pribadi Peserta Didik.

(2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari :
a. standar kompetensi kelulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar sarana dan prasarana;
e. standar pengelolaan;
f. standar pembiayaan; dan
g. standar penilaian.

(3) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan
penyelenggaran PAUDSatu Tahun Pra Sekolah Dasar, yang teknisnya diatur
oleh Dinas.

(4) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari ;
a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
b. pembiayaan pendidikan.

Bagian Kedua
Perlengkapan Dasar Peserta Didik

PasallO

(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (4)huruf a meliputi :
a. buku gambar; dan
b. alat mewarnai.

(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut :
a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi barn per Peserta Didik per

semester; dan
b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam

kondisi barn per Peserta Didik per semester.

Bagian 8
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Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasalll

(1) Standar jumlah dan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?huru"r b terdiri atas :
a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
guruPAUD.

(3) Jenis tenaga kependidikan'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kepala satuan PAUD.

(4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai
berikut:
a. paling rendah memiliki ijazahDiploma empat (D-IV)atau Satjana (SI)

bidang pendidikan anak usia dirii,kependidikan lain, atau psikologi; dan
b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.

(5) Kualitas kepala satuan. PAUDseb~~aimana dimaksud pada ayat (3) paling
rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV)atau Satjana (SI).

(6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala
satuan PAUDjuga hams memiliki :
a. sertifikat pendidik; dan
b. surat tanda tamat pendidikan danpelatihan calon kepala sekolah untuk

PAUD formal atau sertifikatpendidikan dan pelatihan kepala satuan
PAUDnonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Bagian Ke:empat
Tata Cara Pemenuhan Standar

Paragraf 1
Jumlah dan Kualitas Barang dan/ atau Jasa

Pasal 12

(1) Perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
diberikan pada setiap awal tahun ajaran.

(2) Pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari
keluarga miskin atau tidakmampumenjadi tallggung jawab Pemerintah
Daerah, dengan memenuhi Standar Biaya Daerah.

(3)Pemerintah 9
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(3) Pemerintah Daerah memberikan biaya pendidikan PAUD Satu Tahun Pra
Sekolah Dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau
tidak mampu, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai keluarga miskin atau tidak mampu, diatur secara
teknis oleh Dinas.

Paragraf2
Jumlah dan Kualitas

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal13

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf c pada PAUDdidasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan
pendidik sesuai denganjumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.

(2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1)huruf c pada PAUDyaitu 1 (satu) kepala satuan PAUDper
satuan PAUD.

BABV
PEMENUHANSPMPENDIDIKANPADAPAUD

Pasal 14

Pemerintah danl atau masyarakat penyelenggara PAUDSatu Tahun Pra Sekolah
Dasar wajib memfasilitasi pemenuhan SPMPendidikan pada PAUDSatu Tahun
Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal15

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra
Sekolah Dasar dilakukan dengan cara :
a. menghitungjumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di

Daerah;
b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun

yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia
dini; dan

c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf
a.

(2)Dalam 10
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(2) Dalam hal Peserta Didik sebagqiIIlana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengikuti PAUDpad~ kabupateri:?~bti:tlain~ Peserta Didik tersebut dihitung
telah memenuhi SPMPAUDSatu T8hunPra Sekolah Dasar.

BABVI
TIMKOORDINASI

Pasal16

(1) Untuk memastikan penyelenggara~ PAUDSatu Tahun Pra Sekolah Dasar,
Bupati membentuk Tim Koordinasi tirigkat Kabupaten yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantu melakukan pendataan terhadap anak usia 6 (enam) tahun

yang belum memasuki PAUD;
b. memastikan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun telah terlayani

pada PAUD;
c. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM

Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri melalui Gubemur sebagai wakil dari
pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri;

d. Melakukan verifikasi dan. validasi data secara berkala serta
mengevaluasi pelaksanaan SPMPendidikan pada PAUDSatu Tahun Pra
Sekolah Dasar;

e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas penye1enggaraan SPM
PAUDSatu Tahun PraSekolah Dasar;

f. Melakukan Sosialisasi kepada inasyarakat tentang SPMPendidikari pada
PAUDSatu Tahun Pra Sekolah Dasar; dan

g. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan
danpenyelenggaraanprogram SPM Pendidikan pada PAUDSatu Tahun
Pra Sekolah Dasar.

(4) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. Dinas;
b. Perangkat Daerah yang IIlembidangi perencanaan pembangunan;
c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
d. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BABVII
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal17 11



11

Pasal 17

(1) Bupati me1akukan pembinaan dan pengawasan penye1enggaraan SPM
Pendidikan pada PAUDSatu Tahun Pra Sekolah Dasar me1aluiDinas.

(2) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan pembinaan
dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program SPM
Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(3) Pembinaan dan Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD
dilaksanakan oleh Pengawas dan Penilik sebagai bagian dari Tim
Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas akuntabilitas mencakup
administratif dan teknis edukatif.

(4) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan dan penye1enggaraan program
SPM Pendidikan pada PAUDSatu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABVIII
EVALUASI

Pasal18

(1) Pemerintah Daerah me1alui Dinas me1akukan evaluasi terhadap
pelaksanaan SPM Pendidikan pada PAUDSatu Tahun Pra Sekolah Dasar
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),Dinas dapat melibatkan instansi terkait atau tenaga ahli.

BABIX
PENDANAAN

Pasal19

(1) Pendanaan untuk pelaksanaan SPMPendidikan pada PAUDSatu Tahun Pra
Sekolah Dasar bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat;
b. Anggaran Pendapatan dan Be1anjaProvinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; danl atau
d. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang

undangan.

(2)Besarnya 12
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(2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan SPM Pendidikan pada
PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dialokasikan secara proposional dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Daerah.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 7 Desember 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd
EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAH
~ALENGKA,

lL 0' -

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003
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